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PERATURAN BUPAT] CIANJUR

NOMOR 54 TAHUN 20] 4

TENTANC

PERUBAHA{ AAAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 1A TAI'UI
2Ol3 AE$tAllc PENI'EDIAAN DAN pDNYERAIIAN PIIASART{NA. SARANA

DAN UTILITAS KAWASAN PERUMA}TAN OLEH PENOEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahsa Penyediaan dm penyeraha. p.asarana, Sardad"' . r'lrd. haws!ar p"1m"t.i Ot"h penB"l banC r"l.,
d f Epkdn bFrdd. 'r(dn P"rd, '."n B' o".i ai"- ur Nolorl8 r. Jn )o r r-nran8 p.nr"d ae; dal penJ"-"n
Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan perumahan Oteh

balsa perkembangan keburuhan pengaturan penyediad
pro.drdnL. .. "," d-r ur.'.". hdwjs.npFrn.troleh
ppnein b"-g d \.bLp"er Cre rr, malr per€luran
Bupad Cianju. Nomor ia Tahun 2Ot3 tenra.o
Pcr\eoiaan d"- pFn\e" dn prds"!n", Scr.ns d4;
Utilitas Kawasan Perumaha Oleh peneetubang pe.lu
;n,hah.

bahqa bddasarkan pe.timbangan sebagaimana
din"n. rd d, l"m -ui" odn rJ,ut b. per.u npleEpkar
P-."r' -an B, p. ,",,", s D1 ,bec; ..s pe,d,J-ql
Bupali Cianju. Nomor t8 'tahun 2013 tentdg
Penyediaan dan Penyerahan prasarana, SaEoa da;
Utilitas Kawasm Peru(ahan Oleh pengembants;

Undang Undang Nomor 14 Tahun t95O tentans
Pen oc u^dn D1!."t Da--ah Kabupr.-, od.6;I ntsl,L,-'n Piopin" Dr"r" B"r"' tBFrLd NFg.-.
Republik Indonesia Tahun 19so Nomor a3) sebasaim;a
telah diubah dengan undang-undang Nomo. 4 Tabun
l96a tentang Pembentukan (abuparen puNatdta dan(abupaten Subang dengan mengubah Undang Undang
Nomor 1.+ Tahun 1950 renrang peobentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkuogan proptnsi Djawa
Baral (Lembaran Nega.a Republik indonesia Tahun 1968
Nomor 31, 'lambahan rembaran Neg a Republik
hdonesia Nomor 285r);
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2. Undang Unddg Nomor 4 Tahun 1992 tentang
Perumanm dd Permukiman Gembaran Negda Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambaian Lembaran
Negara Republik Indo.esia Nomor 3469);

3. Undang Undds Nomo. 28 Tahun 2oo2 tentang
Bmgunan Oedung (Lcmbaran Negara Republlk IDdonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambanm kmbdm Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembard Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembard Nega.a Republik
lndonesia 'lahun 2007 Nomor 6a, Tmbanan Llmbaran
Negara R.publik Indonesia Nooor 4725);

5. Undang Undang Nomor 32 'lahun 2009 tentang
Perlindungan dan PengeloLaan Lingkungan Hidup
(i€mbarm Nega.a Republik Indonesia Tahun 20Oq
Nomor 140, Tambahan Lembdan NeCaE Republlk
Indonesia Nomor 4725)j

6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 20r r Gntang KawasaD
Perumahan .lan Kaivasan Peimukiman (Lembaran NegaE
Republik Indonesia Talun 2011 Nomor 7, Tmbahd
Lembaran Nesara Republik lndonesia Nomor 518a);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentd8
Perunddg-Un.lansan

(Lembaran Negara Republik lndonesia 'lahun 2011
Nomor 82, Tambahe Ledbaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234)j

a. Unddg-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
susun (Lembaran Nesa.a Republik hdonesia Tanun
2011 Nomor 103, Tambahan Lembarh Nesda Republik
Indonesia Nomor s252);

9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintanan Daeran (Lembaran Nesara Republlk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambal1@ Lembaran
Negda Republik Indonesia Nomor 55a7) sebagaimma
telah diubah dengan Peratu.an Pemerint.n Penggdti
Undag-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentdg
Perubanan Aras Undang-Undalg Nomor 23 Taiun 2014
tentang PetuerintahaD Daeran pembaran Negara
Relublik lndonesia Tahun 2014 Bomo. 2.16, Tmbanm
Lehbaran Negara Republik lndonesia Nomor s539);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19a7 tentang
Penyediaan dan Pengcunaan 'Ianah Untuk Keperiuan
'fempat Pemakamm (Lembarm Negara Republik
lndonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambanan Leobaran
Neeara Republik Indonesia Nomor 3350)j

11, Peraturan Pemerintah Nomor 36 'lahun 2005 tentdg
Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun
2002 tenlang Bangunan Gedung Pembaran Negara
RepubLik lndonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembdan Negda Republik Indonesia Nomor 4532);
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12. Peraturan Pemeintah Nomor 38 Tanun 2007 tentmg
Pembagian Urusan Pemenntand antara Pemerintah,
Pemcrintah Daerah P.ovinsi. dan Pemerintah Daeran
(abuparen/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2007 Nomor a2, Tambahan Lembde Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4737)l

13. Peraruran Pemerintan Nomor 26 'lahun 2008 tentdg
Rencana Tata Ruang wiLayah Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2I, Tambahm
Lembdan Nesara Relublik Indonesia Nomor 5103)i

14. Peraturan Pemerintah Nomo. 15 Tahun 2010 tcntdg
Penyeledgsaraan Pcnataan Rums (knbdan Negara
Republik Indonesia 'rahun 2olo Nomor 21, Tmbanao
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Pemednbn Nomor 27 Tahun 2014 tentmg
Penselolaan Barana Milik Nes a/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indo.esia Tahun 201.+ Nomor 92,
Tambahm Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5s33);

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Unum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungd;

17. Peraturan Mente.i Dalam Negeri Nomor 17'fahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolad Bdmg Milik

1a. Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 9 Tanun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, sarana, dan
Utilltas Perumahan, dm Pemukimm di Daeran;

19. Peraturan Daeral Kabupaten Cianjur Nomor s Tahun
19q7 tentms Penyediaan Lahan untuk Tempat
Pemakaman Umum oleh Perusahaan Pembangunan
Perumahan (r.mbard Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
1997 Nomor 5 Sen C)j

20. Pe.aturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tanun
2O0a tentang Urusan Peme.intanan Daeran Pedbaran
Dae.ah Kabulaten Ciujur 'lahun 2O0a Nomor 03 Seri
D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianju Nomor 03'Ianun
200a tentang Pengelolaan Barang Milik Dae.al
Gambaran Daerah Kabupaten Cimiur Tahun 2012
Nomor 05 Seri D)l

22. Peraruran Dae.ah Kabupaten Cianiur Nomor 17 Tahun
2012 tentdg Ren.ma Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabuparen cianjur Tahun 2011-2031 (Lembdm Daeian
Kabupaaen cianiurTahun 2012 Nomor'15 Sen c)i



I
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NoMoR la.|AHUN 2013 TENTANG PENIEDIAAN DAN PENfERAHAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS IGWASAN PERUMAHAN
OLEH PENGEMBANC

Pasal I

Beberapa kcteniud dalam Peraturan Bupari Cianjur
Nomor 1a Tahun 2013 tentang penyediaan dan
Penyerahan Prasarana, Sa.ana dan Urilitas Xarvasan
Perumahan Oleh Pcngerbang (Beriia Daeran Kabupaten
cianjur'rahun 2013 Nomor t8), diubarl sebacal be.ikut:

L BAB V Tata Ca.a Penyerahan, dianrara pasal 16 dan pasal
17 disisipkan 3 (tiga) pasal baru, yakni pasat 16j\, pasal
t68, dan Pasal 16C, sehingga berbunyi sebagai berlkut:

Pasal 164

Tata cara penyerahan prasarana, sarana! dan udlitas
perumahan dd peroukiman dilakukan metalui I

b. pelaksanaan penyerahan; dan
c, pasca penyerahan.

Pasal 168

(l) Tata cara lersiapan penyerahan prasarana, sarda,
dan utilitas sebagaimana dimaksud dalm pasal 17
hurul a, mellputi :

a. Bupati menerima pe.hohonan pe.yerahan
prasarana, sarana dan urilitas perumahan dm
permukiman dari pengeft bangi

b. Bupati menugaskan tim verifikasi untuk
memproses penyerahan prasaranaj sarana dan

c. Tim verinkasi meneundang pengeobaDg untuk
melakukan pemaparan prasarana, sarana, dan
utilitas yang akan diserahkan;

d. Tim verjfikasi melakukan inventasrisasi terhadap
prasaranaj sarana dan utilitas yang akan
dise.ahkan, meliputi : renca.a tapak yang disetujui
oleh Pemeinlah Daerah, rata letat< bangunan dan
Lahan, serta besdan prasarana, sarana dan urilitasl

e. Tim veirikasi menyusun jadwal kerja tim dan
instrumen penilaian.

(2) 'Iata cara pelaksmaan penyerahan prasarana! sarma
dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
hurutb, meliputi :
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Tim verifLkasi melakukan penelitid atas
persyaratan umum, teknis dan administrasi;
Tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapdgan
dan penilaian 6sik prasarda, sarana, dan uiilitas;
Tim verifikasl menrusun laporan hasil pemeriksaan
dan penilaian lisik prasarana, sarana dan utilitas
serta merumuskan p.asarana, sarana, dan utilitas
yang layak atau tidaL layak diterima;
Prasarana, sdana dan utilitas yang tidak layak
diterima diberikan kesempatm kepada pengembang
untuk meLakukan perbaikan palios lambat 1 (satu)
bulan setelah dilal<ukan pemeriksaani
Hasil perbaikan prasarana, sarana dan utilitas
sebagaimana dimaksud pada hurul d, dilakukan
pemeriksaan dan penilaian kembali;

don ' ri'iras yaag laJal dir--ima
dituangkan daLam Beiita Acara Pemeriksaan untuk
disampaikan kepada Bupatir

g. Bupati menempatkan prasarana, sarana dan

(3) aala cara pasca penye.ahd prasarana, sarana dan
utllitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hurufc,

utilitas yang.litcrimal
Tim veriikasi mempersiapkan berita acara serah
te.imaj penetapan jadwal penyerahan dan
Organisasi Pe.angkat Daerah yanA beMenang

Pe-"nd-lang"n b"ir'. a..rd seroh re.iTd
Prasamna, sarana dan utllitas dilakukaa oleh
pengembang dan Bupati dengan melampirkan
daltar Drasarana, sarana dan utilitas. dokuxrcn
teknis dan admi.islr:si

Bupatl menyerahkan prasaranaj sarana dan utilitas
kepada organisasi Perangkat Daerah yang
berwenang mengelola dan memelihara palin8
lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan
prasaraDa, sarana datr utilitas dilaksanakanj
Pengelola bararg dilik dae.ah melakukan
pencaratan aset atas prasarana, sarana dan utilitas
ke dalam daftar barang milik daerah;
Organisasi Perangkat Dae.ah yang menerima aset
prasaranai sarana dan utilitas melakukan
p"a' d.Jran k€ d-Gm dafrar barang m,lik dd"r.t:
Organisasi Permgkai Dae.ah yang menerima aset
prasarana, sa.ana dan utilitas menginlo.masikan
kepada masyarakat mengenai prasarana, sdana
dan utilitas yang sudah diserahkan oleh

Pasal 16C

(1) Dalam haL prasarana, sarana dan utilitas ditelantarkan
dan belum diserahkan. Pemeintah Daerah membuat
berita acara perolehan prasarana, sdana dan utilitas
perumahan dan permukiman.
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(2) Peoerintah Dacrah membuat pernyataan aset tanah
prasa.an, sarana dan utilitas tersebut sebagai dasd
permohonan lendaltaran hak aras ranah ke Badan
Pertanahan Nasional setempat.

(3) Bupari menycrahkan p.asarana, sarana dd utilitas
kepada Organisasi Perangkat Daerah yang beNendg
mengeLoLa dan oemelihara palins lambar 3 (tisa) buld
setelah Badan Pertanahan Nasional menerbitkan hak

(a) Pengelola barang milik daerah melakukao pencatatan
aset atas prasarma, sarana dan urilitas ke datam
daftar ba.ang milik daerah.

(s) Organisasi Perangkat Daerah yang henerima aset
prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan
ke dalam daltar milik daerah.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi

Pasal24
Kewenangan Petuerintah Daerah sebagaimana djmaksud
dalam Pasal 23, mcliputi :

a, prasarana pcrumahan dan peroukiman, anta.a lain :

1. ja.insan jalan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum
Bi.amarga Kabupaten Cianjur dan Dinas Tata
Ruang Permukiman Kabupaten Cianjurl

2. jaingan saluran pembuangan air limbah dikelola
oleh Dinas Kebersihan dd Pertamanan Kabupaten

3. jarhsan saluran pembuansan ai hnjan (drdin6e)
dikelola oleh Dinas Pekedaan Uouh Bin@arga
Kabupaten Cianju.i

4. tempat petubuangan sampah dikelola oleh Dinas
Kcbcrsihan dan Pertamanan (abupaten Ciaajur.

b. sarana perumahan dan permukiman, antara lain :

1. sarana pe.niasaan/perbelanjaan dikelola oleh
Dinas Pcrinduskian dan Perdagangan Kabuparen

2. sarana pelayanan uhum dan pemerintahan dikelola
olch SFl.Fr.r'r Daerah Kcbupat-n Cidrju-:

3. sarana pendrdikan dikelola oleh Dinas PeDdidikan

sarana kesebalan dikelola oleh Dinas Kesehatan

sarana peribadatan dikelola oleh Sek.etariat Daerall

6. sarana rckreasi dan olah raga djkelola oleh
Sekrctariat Daerah Kabupaten Cianjur dan Dioas
Kcbud")""n d"a P"-iw ."L h6oLpd'en c..' jLr.
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7. sa.ana pemakaman dikelola oleh Dinas (ebersihan
dan Pertamanan Kabupaten Cianjur;

a. sarana pertamand dan ruans terbuka bijau
dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Cianjur dan Dlnas Kehutdm dd
Perkebunan Kabupaten Cianjur;

9. sarana parkir dikelola oleh Dinas Perhubungm
Komunikasi dan Inlormatika Kabupater Cidjur.

c, Utilitas perumahan dan pemukiman, antara lain :

1. jari.gan ai. bersih dikeiola oleh Dinas Tata Ruang
dad Permukiman KabuDaten Cianjur;

2. iarinsm Listrik dikelola oleh Perusahaan Lis&ik
Negara cabang cianjur;

3. jaringan telelon dikelola oleh Telekom Cabang

4. jaringan gas dikelola oleh Dinas Perindustris dan
Perdasansan Kabupaten Cimjurj

5. jaringan traflsportasi dikelola oleh Dinas
Pe.hubungan (omunikasi dan Informatika
Kabupalen Cianjuri

6. pemadam kebakaran dikelola oleh Badan
Penanggulangan Ben.ana Daerah Kabupaten

7. sarana pencrangan jasa umuo dikelola oleh Dinas
Pengelolaan (euangan dan Aset Dae.ah Kabupaten

diunddekan. Asa.
ini mulai bedaku pada tanssal

memerintahkd penBunddgd Peraturm Bupati ini .lelgan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cidjur.

Ditetapkan di cianjur
pada tanggal 3I Desember 2014

BUPATI CIANJUR,

fJE!'JEP lrtrUCHTAR S()LII{
Diundmgkan di Cianjur
pada tdggal31 Desember 2014

RIS DAERAH,

U?AqIN

DAERAH I(AEUPA'IDN


